



RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…..TAHUN ….

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.
bahwa pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif dan berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pemilihan umum perlu menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi tegaknya demokrasi;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah dan menyempurnakan undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Mengingat :  

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



      Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: 
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Undang‑undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 (dua) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat 4 (empat), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;

b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
c. pendaftaran dan penelitian Peserta Pemilu;

d. penetapan Peserta Pemilu;

e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD  kabupaten/kota;

g. masa kampanye;

h. masa tenang;

i. pemungutan dan penghitungan suara;

j. penetapan hasil Pemilu; dan

k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

(4) Tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan  KPU.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h dan ayat 2 (dua) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;

e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;  

g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan 
h. menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik dengan saldo minimal Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk tingkat pusat, Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk tingkat provinsi dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tingkat kabupaten/kota;
(2)  Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengikuti Pemilu  berikutnya apabila:
a. memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu terakhir sebelumnya; atau

b. memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat 4 (empat) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

(4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sebelum hari pemungutan suara.

4. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum;

b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari departemen;
f. surat keterangan mengenai perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik dengan dengan saldo minimal Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk tingkat pusat, Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk tingkat provinsi dan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tingkat kabupaten/kota; dan
h. salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan KPU.

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Partai Politik calon peserta pemilu dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
(2) PTUN memeriksa dan memutus keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPU wajib menindaklanjuti keputusan PTUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1). Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. 
(2). Dalam hal terdapat Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak memilihnya dengan bukti kartu tanda penduduk.
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 22

(1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 ( (sepuluh) kursi.
(3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir sebelumnya berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
(4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi  ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
(3) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan KPU.

10. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus,  dan ditambah satu ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.

(5) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan KPU.

11. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. 
12. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 3 (tiga) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35

(1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat. 
(2) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS. 
(3) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bukti tanda daftar kepada setiap pemilih.
13. Ketentuan Pasal 36 ayat 3 (tiga) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau sebutan lain.

(2) Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.

(3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

(4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

(5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak hari pertama daftar pemilih sementara diumumkan.
(6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

14. Ketentuan Pasal 37 ayat 1 (satu) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 37

(1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

(2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pengumuman.

(3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

(4) PPS harus memberikan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/ kelurahan.

15. Ketentuan Pasal 38 ayat 5 (lima) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38

(1) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS.

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.

(3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS.

(4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi, PPK, dan PPS.

(5) KPU kabupaten/kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dalam bentuk kopi piranti lunak (softcopy) atau cakram padat (compact disk).
16. Ketentuan Pasal 98 ayat 2 (dua), ayat (3), dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 98

(1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

17.  Ketentuan Pasal 99 dihapus.

Pasal 99
Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 149 pasal 1 (satu) huruf c diubah sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 149

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: 

a. pemilih yang terdaftar pada daftar pemiih tetap pada TPS yang bersangkutan; dan

b. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.

c. pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.

(3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.

19. Diantara Pasal 149 dan Pasal 150 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 149A dan Pasal 149B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149A

(1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu tanda penduduk.

(2) Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. dilengkapi dengan Kartu Keluarga;
b. memilih di Tempat pemungutan Suara yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
c. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
d. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.
149B 
(1) Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan di luar negeri dapat menggunakan paspor.

(2) Pemilih yang menggunakan paspor di luar negeri, berlaku ketentuan sebagai berikut

a. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat.

b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.
(3) Pemilih yang berada di luar negeri dapat menggunakan paspor  TPS Luar Negeri setempat.
20. Ketentuan Pasal 205 ayat (4) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 205 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR.

(3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.  
(4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.

(5) BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi. 
(6) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi
kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan berdasarkan jumlah sisa suara terbanyak satu persatu secara berurutan.
(7) Dalam hal masih terdapat sisa kursi pada tahap kedua, dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan sisa suara terbanyak di provinsi satu persatu sampai habis pada daerah pemilihan yang masih terdapat sisa kursi.

21. Ketentuan Pasal 210 dihapus.
Pasal 210

Dihapus.
22. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 214

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. 

b. dihapus.
c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya;

e. dihapus.
23. Ketentuan Pasal 245 ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 245 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

(1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

(2) Dihapus.

(3) Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat setelah pemungutan suara.
(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.

(5) 
Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (3) dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu.
24. Diantara Pasal 262 dan 263 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 262A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 262A

KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 282 dihapus:

Pasal 282

Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 307 diubah sehingga Pasal 307 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 307

Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat sebelum pemungutan suara selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.







   Disahkan di Jakarta







   pada tanggal  bulan.Tahun..



                        
   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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   SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal….bulan….Tahun…..  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,


Ttd
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …. NOMOR …
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 

TENTANG 

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I.    UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 

Setelah melalui berbagai tahapan, khususnya sejak era reformasi, maka pengaturan masalah Pemilu telah mengalami perubahan setidaknya tiga kali. Pada saat ini, secara prinsip dianggap Undnag-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu telah cukup baik, namun dengan adanya dinamika pelaksanaan Pemilu 2009 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang tersebut maka diperlukan perubahan dan penyempurnaan. Upaya penyempurnaan terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada prinsipnya adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilu yang makin demokratis dan berkualitas. Secara garis besar, RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ini bertujuan, pertama, menyempurnakan sistem/aturan main dalam pemilihan umum yang semakin berkualitas berdasarkan evaluasi terhadap permasalah pelaksanaan pemilu Tahun 2009, kedua, menyempurnakan sistem pemilu yang disesuaikan dengan berbagai putusan yang Mahkamah Konstitusi, dan ketiga menyempurnakan sistem pemilu yang disesuaikan dengan sistem politik dan pemerintahan menuju pelembagaan demokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif dan stabil.

Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan pemilu di Indonesia adalah tahapan pemilu, persyaratan dan verifikasi peserta pemilu, daerah pemilihan DPR dan alokasi kursi, persyaratan bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD, penyusunan daftar pemilih, pengaturan jadwal dan pelaksanaan kampanye, pelaksanaan hak pilih dalam pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan calon terpilih. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk semakin memperkuat lembaga perwakilan rakyat sebagai wujud representasi masyarakat Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.
II.
PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1


Pasal 4



Cukup jelas.
Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.


Huruf b






Cukup jelas.
Huruf c



Cukup jelas.




Huruf d






Cukup jelas.




Huruf e






Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘’kantor tetap’’ adalah kantor yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik. Kantor tetap dapat  milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap. 

Yang dimaksud dengan “sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun” adalah dua tahun sebelum hari/tanggal pemungutan suara dilakukan.
Ayat (2)





Cukup jelas.

   
Angka 3

Pasal 14 

Cukup jelas.
Angka 4

Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16 

Cukup jelas.


Angka 6

Pasal 17A
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20
Cukup jelas.


Angka 8

Pasal 22
Cukup jelas.


Angka 9

Pasal 24
Cukup jelas.


Angka 10

Pasal 27
Cukup jelas.


Angka 11

Pasal 32
Cukup jelas.


Angka 12

Pasal 35
Cukup jelas. 
Angka 13
Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 15


Pasal 38



Cukup jelas

Angka 16
Pasal 98




Cukup jelas

Angka 17
Pasal 99



Cukup jelas

Angka 18


Pasal 149




Cukup jelas


Angka 19


Pasal 149A




Cukup jelas. 
Pasal 149B



Cukup jelas


Angka 20


Pasal 205




Cukup jelas

Angka 21


Pasal 210




Cukup jelas


Angka 22


Pasal 214




Cukup jelas

Angka  23


Pasal 245




Ayat (1)





Cukup jelas

Ayat (2)





Dihapus




Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ‘’setelah pemungutan suara’’ adalah setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Waktu Indonesia Barat.




Ayat (4)





Cukup jelas




Ayat (5)





Cukup jelas


Angka 24


Pasal 262A





Cukup jelas


Angka 25


Pasal 282



Cukup jelas


Angka 26


Pasal 307



Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....
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